
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab berkembangnya praktik penegakan hukum pidana

yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam Sistem Peradilan pidana di

Indonesia yaitu:

a. Sifat tamak dan kurangnya kesadaran bersyukur

b. Penghasilan tidak memadahi

c. Kurangnya keteladanan dari pimpinan

d. Kultur organisasi yang salah

e. Nilai negatif yang hidup dalam masyarakat

f. Moral yang lemah

g. Kebutuhan hidup yang mendesak

h. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap

praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum dapat ditempuh

melalui dua pendekatan yaitu non penal dan penal. Upaya penal dilakukan

dengan formulasi (kebijakan legislatif/legislasi), aplikasi (kebijakan
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yudikatif/yudicial) dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Sedangkan upaya non penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada

pejabat dan masyarakat akan kejahatan korupsi, akibat-akibat dan

konsekuensinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Kasus hukum pidana di Indonesia memperlihatkan bahwa hukum pidana

berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan

negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak

tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara, oleh karena itu harus

diupayakan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana.

2. Apabila terdapat banyak kelemahan dalam perumusan sistem

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam  peraturan perundang-undangan

di Indonesia, maka akan mempengaruhi pula proses penegakan hukumnya.

Maka dalam menentukan pilihan kebijakan yang ideal dalam perumusan

pertanggungjawaban pidana, hendaknya menjadi perhatian agar perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,

khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana.


